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~BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PERATURANBUPATILAMPUNGSELATAN 

NOMOR TAHUN2008 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS JABATAN DlNAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 
KABUPATENLAMPUNGSELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang : a.	 bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 164 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 
tcntang Pcmbcntukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, Perlu dibuatkan Rincian Tugas Jabatan 
Masing-masing Perangkat Daerah; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairncnc dimaksud dalam huruf a 
tcrscbur diatas, maka perlu mcnctapkan rincian tugas jabatan, fungsi dan tata 
kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan dengan 
Peraturan Bupati Lampung Selatan. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang l'enetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 TahWI 1956 tentang Pernbentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Dacrah Tingkat T 
Surnatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebaguirnana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Ta'iun 1999 (Lcmbaran Negara 
RepubJik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, 'l arnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

3.	 Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah bcbcrapa kali tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ketja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG RINCIAN 
TUGAS JABATAN DINAS KELAUTAN DAN PERlKANAN 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

BABI
 

KETENTUAN UMUM
 

Pasall
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

I.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Se1atan. 

2.	 Pemerintah Kabupaten adalab Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Wakil Bupati adalab Wakil Bupati Lampung Selatan, 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada1ah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Sekretaris Daerah adalab Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan, 

7.	 Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Lampung Selatan. 

8.	 Kepala Dinas adalab KepaIa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Lampung Selatan. 

9.	 Unit Pelayanan Teknis adalahUnit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. 
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BAB III 

RINpAN TUGAS JABATAN 

Bagian Pertama 

Kepala Dinas 

Pasal4 

Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas 
Pokok, Fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan, melaksanakan Pembinaan 
terhadap aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan agar melaksanakan tugas dapat berdaya guna 
dan berhasil guna, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan dengan instansi pemerintah dan 
organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturen perundang-undangan yang berlaku untuk 
kelancaran tugas dibidang Kelautan danPerikanan. 

Pasal5 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, 
Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan dalam 
rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, Fungsi dan kewenangan dinas; 

b.	 memimpin, Pembinaan mengoordinasikan, memantau dan mcngcndalikan pelaksanaan 

program dan kebijaksanaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan agar sesuai perencanaan 
yang telah ditentukan; 

c.	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam bidang Kclautan 
dan Perikanan agar terjadi kesamaan persepsi dan kcsatuan langkah dan gerak dalam 
pelaksanaan pembangunan; 

d.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kelautan dan 
Perikanan sebagai acuan dalarn pelaksanaan tugas; 

e.	 membagi habis tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang tehnis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

f.	 memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya pcnyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

g.	 memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan 
kcbijaksanaan yang akan diambil dibidang pendapatan daerah; 

h.	 membcrikan usulan dan pertimbangan kepada atasan te-itang langkah-langkah dan 
kebijaksanaan yang ekan diambil; 

i.	 menilai aktifitas, kreatifitas dan produktifitas pelaksanaan tugas dari bawahan; dan 
J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
., 
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Bagian Kedua 

Sekretaris 

Pasal6 

Tugas Pokok Sekretaris adalah melakukan tugas kesekretariatan serta memberikan pelayanan 
teknis administrasi umum, organisasi, tatalaksana, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta 
urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang. 

Pasal7 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, 
Sekrctaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka penyusunaan program kerja 
Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja dinas, serta rencana kerja sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 mernirnpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang 
ketatausahaan, agar dapat terlaksana program dan rencana keria yang telah disusun; 

c.	 mengelola urusan umum, rumah tangga, adrninistrasi surat/menyurat dan kearsipan, 
administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor; 

d.	 mengelola administrasi kepegawaian kantor yang meliputi usulan kenaikan pangkat, 
mutasijabatan, kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat cuti, usulan pensiun serta 
usulan pemberian sangsi maupun penghargaan pada pegawai dilingkungan Dinas Kelautan 
dan Perikanan; 

e.	 merumuskan program dan rencana kerja dinas berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh 
bidang melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan; 

----., 
f.	 mengelola administrasi keuangan kantor yang meliputi penyusunan anggaran Dinas, 

pembukuan, pertanggung jawaban serta penyusnnan laporan keuangan kantor; 

g.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Kelautan dan 
Perikanan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas sekretariat; 

h.	 membagi habis tugas pada sekretariat kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

1.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagi masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya; 

, 
j.	 Pembinaan dan memberikan motivasi kapada bawahan agar mampu melaksanakan tugas 

secara berdaya guna dan berhasil guna; 

k.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk menyempumakan hasil kerja lebih lanjut; 

I.	 melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada dalarn pelaksanaan kegiatan kantor guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

m.	 membuat laporan kepada kepala dinas sebagai pertanggungjawaban dan masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja dinas lebih lanjut; dan 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 
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Pasal8 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas pokok kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas 
bagian tata usaha dibidang surat menyurat, kearsipan, perbekalan, peralatan dan perawatan, 
kepegawaian, hubungan kernasyarakatan, dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam 
lingkungan dinas, keolahragaan, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya. 

Pasal9 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, 
kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tngas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan bagian tata 
usaha dalam rangka penyusunanprogram kerja Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan penataan administrasi surat menyurat untuk mempermudah proses lebih 
lanjut; 

d.	 menyiapkan bahan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan urusan kedinasan dalam 
rangka pelayanan publik; 

e.	 melaksanakan tugas rumah tangga dinas yang meliputi pelayanan angkutan dan akomodasi, 
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta perjalanan dinas; 

f.	 menyusun bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, peralatan dan perawatan 
termasuk penyiapan, penggunaan dan penghapusan barang untuk keperluan rumah tangga 
Dinas; 

g.	 menyiapkan dan rnemantau penyedian tempat dan perlengkapannya unuk keperluan 
pelaksaan rapat dan penemuan Dinas lainnya; 

h.	 mcnyusun jadwal acarah dalam -administrasi kcgiatan kcpala dinas scsuai bahan dan data 
yang ada; 

i.	 menyiapkan bahan Pernbinaan kegiatan keolahragaan, ketertiban, kehumasan dan 
ketatalaksanaan di lingkungau dinas agar kegiatan kantor berjalan dengan semestinya; 

J.	 rnenyiapkan bahan pelayanan Peraturan dinas yang meliputi pengadaan, penyiapan, 
peminjarnan dan kegiatan kepustakaan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan 
pemahaman pegawai maupun masyarakat tentang dinas kelautan dan perikanan; 

dan 

k. meneari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyaiikan data dan informasi yang 
berhubungan dengan bidang kepegawaian sebagai bahan penggelolaan peraturan 
kepegawaian; 

l. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kcpegawaian yang meliputi 
usuylan kenaikan pengkat, usulan rnutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, 
peruses pemberian surat cuti, proses usulan pansiun serta pernberian sanksi atas pelanggaran 
peraturan kepegawaian; 

m. mengumpulkan, munyusun dan mengolah data bahan pedoman dan petunjuk teknis 
Pembinaan dan penataan sistem, rnetode dan prosedur k erja serta pendayagunaan aparatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

n. memberikan bahan layanan bidang kehumasan dan informasi lcnlang aktifitas kantor, baik 
melalui media cetak maupun e1ektronik agar dapat diketahui oleh masyarakat; 
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o.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural umum dilingkungan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasiIguna; 

p.	 membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada aparatur Non Struktural 
Umum sebagai bawahannya agar setiap personiI memahami tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

q.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bswahan untuk membuat laporan 
pclaksanaan tugas kcpada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

r.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih 
lanjut; dan 

s,	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 10 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perncanaan adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata 
Usaha dibidang pclaksanaan administrasi perncanaan yang meliputi penyajian data dan informasi 
pemcanaan , penyelesaian masalah perncanaan, pengurnpulan penyusunan dan pengolahan data 
bahan pedoman dan petunjuk tcknis Pcmbinaan dan pcnataan sistcm. IJKtl1d, dan proscdur, serta 
pendayagunaan aparatur. 

Pasal II 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini, Kepala Sub 
Bagian Perencanaan mernpunyai rincian sebagai berikut : ', 

a.	 melakukan Sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Sekretariat dalam rangka menyusun program kerja Sub Perencanaan untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub 
Bagian Perencanaan danmenyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 Mengumpulkan bahan dan bekerjasama dengan unit kerja terkait dalarn rangka merumuskan 
arah kebijaksanaan dibidang perencanaan, pemberdayaan potensi, usaha dan produksi 
kelautan dan perikanan; 

d.	 rnenyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas balk bulanan, triwulan maupun 
tahunan untuk di jadikan acuan dan pelaksanaan tugas; 

e.	 mengumpulkan, rncnyusun serta menyajikan data dalarn imformasi yang berhubungan 
dengan aktivitas kantor sebagai b~han perencanaan lebih lanjut; 

f.	 menyusun bahan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kantor agar 
berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang te1ah ditetapkan 

g.	 menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan kantor untuk pertanggungjawaban kerja 
kantor dan untuk bahan masukan penyusunan program dan rencana kerja kantor selanjutnya; 
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h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Sub 

Bagian Perencanaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan perhasilguna; 

I.	 membagi habis tugas Sub Bagian perencanaan kepada aparatur Non Struktural umum 

sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab masing­
masing; 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai maksud dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan; dan 

I.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

Kepal Sub Bagian Keuangan 

Pasal 12 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata 
Usaha dibidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran Dinas Kelautan dan 
perikanan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan ini, 
Kepada Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Sekretariat 
dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan untuk dijadikan pcdoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; . 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
\ Bagian Keuangan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

.~ 

c.	 mengurnpulkan petunjuk teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta 
mengumpulkan bahan penyususnan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas; 

d.	 mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan dinas; 

e.	 menyimpan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran dinas bekerjasama 
dengan unit kerja terkait berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku; 

f.	 melakukan administrasi pembukuan serta sistematis dan kronologis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang beriaku untuk memudahkan kontrol terhadap 
penggunaan keuangan dinas; 

g.	 menyiapkan laporan keuangan dinas berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang 
keuangan yang berlaku sebagai bahan petanggungjawaban keuangan dinas; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Sub 
Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasil guna; 

i.	 membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan kepada aparatur N'Jn Struktural Umum sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab masing-rnasing; 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 
mernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai rnasukan dalam penyusunan 
program lebih laniut; 
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k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih 
lanjut; dan 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku . 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Kelautan,Pesisir, dan Pulau-pulau Keeil 

Pasal14 

Tugas pokok Kepala Bidang kelautan, pesisir, Pulau-pulau Kecil adalah melakukan koordinasi 
Bidang menyusun program kerja dinas dibidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau keeil seeara 
terpadu, pengendalian peneemaan laut, identifikasi pulau-pulau kecil, tata ruang pesisir serta 
pulau-pulau keeil, pendayagunaan surnberdaya pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil. 

Pasal15 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 14 Peraturan ini, 
kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau keeil mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam rangka penyusunan 
program ketja Dinas Kclautan dan I'erikanan scbagai pedornan pcnyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana keria pada Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau­
pulau Keeil untuk dijadikan bahan aeuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang 
Kelautan.Pesisir dan pulau-pulau Kecil, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
program kerja yang telah disusun; 

e.	 inventarisasi,Identifikasi,pereneanaan,pernbinaan,pengembangan pemberdayaan masyarakat 
pesisir dan pulau-pulau keeil; 

d.	 inventarisasi, Identifikasi, perencanan, pembinaan, pengembangan wilayah pesisir, laut dan 
pulau-pulau kecil: 

e.	 inventarisasi, Indentifikasi, pereneanaan mitigasi beneana di wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil ; 

f.	 inventarisasi, Indentifikasi, perencanaan pencegahan dan penanggulangan peneemaran laut; 

g.	 inventarisasi, Indentivfikasi, pereneanaan .pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pesisir 
dan pulau-pulau kecil; 

h.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Kelautan serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Kelautan, Pesisir dan 
I'ulau-pu/au Ked I scbagai landasan dalarn pclaksanuan tllt;llS bidang Kclautan; 

i.	 rnembagi habis tugas pada bidang Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau keeil kepada bawahan, 
agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

J.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

k.	 pembinaan Memberikan motifasi kepada bawahan agar melnksanakan tugas seeara berdaya 

guna dan berhasilguna;, 
I.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 
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rn. rnelakukan ketjasama dengan unit kerja yang ada guna rnenunjang ketancaran pelaksanaan 
tugas; 

n.	 rnernbuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai rnasukan untuk dijadikan bahan dalam 
rnenyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

o.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Kelautan dan Pesisir 

Pasal16 

Tugas pokok Kepala Seksi Kelautam dan Pesisir adalah rnelaksanakan sebagai tugas bidang 
kelautan,pesisir dan pulau-pulau kecil dibidang perurnusan dan pelaksanaan bahan kebijakan 
teknis, Pernbinaan dan birnbingan serta rnenyusun dan rnengevalusi program Ikegiatan 
pengawasan penangkapan dan budidaya, pengawasan bangunan laut, pengawasan kapal non 
penangkap ikan, pengawsan wisata laut, serta pengawasan pemenfaatan laut. 

Pasal17 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini, 
Kepala seksi kelautan dan pesisir rnernpunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a.	 rnelekukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan sekretariat 
bidang kelautan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam rangka penyusunan program ketja dan 
rencana ketja seksi Evaluasi dan Pelaporan untuk dijadikan pedornan dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 rnenginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi kelautan dan 
pesisir dan menyusun bahan untuk pernecahan rnasalahnya ; 

c.	 rnerurnuskan dan rnelaksanakan bahan kebijakan teknis, Pembinaan dan birnbingan serta 
rnenyusun dan rnengevaluasi prograrnlkegiatan pengawasan penangkapan dan budidaya, 
pengawasan bangunan laut; 

d.	 rnerurnuskan dan rnelaksanakan bahan kebijakan teknis, Pernbinaan dan birnbingan serta 
rnenyusun dan rnengcvaluasi program/kegiatan pengawasan kapal non penangkap ikan dan 
pengawasan pemanfaatan laut; , 

e.	 rnerurnuskan dan rnelaksanakan bahan kebijakan teknis, Pembinaan dan birnbingan serta 
menyusun dan rnengevaluasi program Ikegiatan pengawasan wisata laut ; 

f.	 rnernirnpin, rnengarahkan dan rnernotivasi aparatur Non Struktural Urnurn dilingkungan Seksi 
kelautan dan pesisir agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

g.	 rnernbagi habis tugas Seksi kelautan dan pesisir kepada aparatur Non Struktural Urnurn 
sebagai bawahannya, agar setiap personil rnernaharni tugas dan tanggung jawab masing­

masing; 
h.	 mengumpulkan, rnenghirnpun dan rnenyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 

rnernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai rnasukan daJam penyusunan 

program lebih lanjut; dan 

1.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 



II
 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Keeil 

Pasal18 

Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarkat Pesisir dan Pulau-pulau Keeil adalah 
rnelaksanakan sebagai tugas Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau -Keeil serta penyusunan 
laporan dinas. 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksrd dalam Pasal 18 Peraturan ini, 
kepala seksi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau keeil mempunyai rineian tugas 
sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dibidang kelautan, pesisir 
dan pulau-pulau keeil dalam rangka penyusunan program kerja seksi Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau keeil untuk dijadikan pedoman dalarn pelaksanaan 
pekerjaan, 

b.	 menginventarisasi pennasalahan - perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pemberdayaan masyarakat Pesisir dan pulau-pulau keeil dan menyusun bahan untuk 
pemeeahan masalah; 

e.	 pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau keeil; 

d.	 inventarisasi ,Identifikasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir 
dan pulau-pulau keeil; 

e.	 pembinaan dan pengembangan sistem kernasyarakat pesisir dan pulau-pulau keeil; 

f.	 peningkatan akses masyarakat di pulau-pulau keeil; 

g.	 pengelolaan data masyarakat pesisir dan pulau-pulau keeil; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat Pcsisir dan Puluu-pulau Kccil agar dapat mclaksanakan tugas 

" 

secara berdayaguna dan berhasilguna; 
1.	 mernbagi habis tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Keeil kepada 

aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggungjawab masing-masing; 

j.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 
rnembuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

k.	 rnengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 
dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yangdiberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Keeil 

Pasal20 

Tugas pokok Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Keeil adalah 
rnelaksanakan sebagai tugas Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Keeil serta penyusunan 
laporan dinas. 
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Pasal21 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini, 
kepala seksi Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir danPulau-pulau Kecil mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dibidang kelautan, 
pesisir dan pulau-pulau keeil dalam rangka penyusunan program kerja seksi Konservasi dan 
Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan, 

b. 

e. 

menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan mcnyusun bahan untuk 
pemecahan masalah; 

\ . 
inventarisasi, Identifikasi, Rehabilitasi kerusakan Iingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau 
kecil; 

d. inventarisasi, Identifikasi, lokasi kerusakan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; 

e. pengelolaan kawasan konservasi laut; 

f. pengembangan sistem konservasi dan rehabiJitasi lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau 
kecil; 

g. penagwasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; 

h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan laut, pesisir dan pulau­
pulau keeil; 

I.	 memimpin, mengarahkan danmemotivasi aparatur Non Struktural Umum diJingkungan 

Seksi Konservasi dan RehabiJitasi Pesisir dan PuJau-pulau Kecil agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

J.	 membagi habis tugas Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-pulau Keeil 
kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dar' bawahan sebagai bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai rnasukan dalam penyusunan 

program lebih lanjut; 

1.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan hasil kerja lebih 
lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Bagian Keernpat 
Kepala Bidang Perikanan Budidaya 

Pa~a122 

Tugas pokok Kepala Bidang Perikanan Budidaya adalah me1akukan koordinasi Bidang Perikanan 
Budidaya dibidang Sarana Budidaya, Perbenihan, dan Produksi Budidaya. 
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Pasal23 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan ini, 
kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam rangka penyusuuan 
program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Perikanan Budidaya untuk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang 

Perikanan Budidaya, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah 

disusun; 
c.	 inventarisasi, Identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan 

kebijakan pengelolaan prasarana perikanan budidaya; 

d.	 inventarisasi, Identifikasi, perencanan, pembinaan, pengembangan, pengendalian peredaran 
dan penggunaan sarana produksi perikanan budidaya; 

e.	 perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman sarana dan 
prasarana seta pengembangan teknologi produksi perikanan budidaya; 

f.	 inventarisasi, Identifikasi, perencanaan, pengawasan unit perbenihan dan kualitas benih; 

g.	 inventarisasi, Identifikasi, perencanaan pengendalian kesehatan ikan dan sumber daya 
perikanan budidaya; 

h.	 pengembangan kawasan perikanan budidaya; 

i.	 pengelolaan data dan informasi statistik perikanan budidaya; 

J.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Kelautan serta 
peraturan pcrundang-undangan yang berhubungan dengan \iidang Perikanan Budidaya 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang Kelautan; 

k.	 membagi habis tugas pada bidang Perikanan Budidaya kepada bawahan, agar setiap aparatur 

yang ada memahami tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 
I.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 

bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 
m.	 pembinaan Mernberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasilguna; 

n.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan basil kerja lebih lanjut; 

o.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
p.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 

menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 
q.	 mclaksanakan tugas kcdinasan lain yang dibcrikan olch atasan, scsuai dcngan pctunjuk dan 

ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Sarana Budidaya
 

Pasal24
 

Tugas pokok Kepala Seksi Sarana Budidaya adalah mclaksanakan sebagai tugas Bidang 
Perikanan Budidaya dibidang Sarana Budidaya. 
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Pasal25 

Untuk menye1enggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan ini, Kepala 
Seksi Sarana Budidaya mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit keija lainnya dilingkungan Bidang 
Perikanan Budidaya dalam rangka penyusunan program keija seksi Sarana Budidaya untuk 
dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi Sarana 
Budidaya dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 inventarisasi, identifikasi dan pengembangan prasarana dan sarana perikanan budidaya; 

d.	 pengawasan dan pengendalian pengelolaan prasarana dan sarana perikanan budidaya; 

e. pengembangan Balai Benih Ikan; 

,.--., f. penerapan. pengembangan teknologi prasarana dan sarana perikanan budidaya; 

g.	 pengelolaan data prasarana dan sarana perikanan budidaya; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Seksi 
Sarana Budidaya agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

I.	 membagi habis tugas Seksi Sarana Budidaya kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai 
bawahan agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab rnasing-masing; 

j.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pe1aksanaan 
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan hasil kerja lebih lanjut; 
dan 

I.	 me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Perbenihan 

Pasal26 

Tugas pokok Kepala Seksi Perbenihan adalah melaksanakan sebagai tugas Bidang Perikanan 
Budidaya dibidang Perbenihan. 

Pasal27 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan ini, Kepala 
Seksi Perbenihan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Perikanan Budidaya dalam rangka penyusunan program kerja Seksi Perbenihana untuk 
dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pekerjan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan ,Yang berhubungan dengan bidang tugas seksi Perbenihan 
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan unit perbenihan; 

d.	 pengelolaan Balai Benih Ikan; 

e.	 pengembangan Balai benih Ikan; 
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f.	 penerapan pengembangan teknologi perbenihan ikan; 

g.	 perumusan pengaturan pemasaran benih ikan; 

h.	 penerapan standard dan sertifikasi benih ikan; 

1.	 pengelolaan data perbenihan ikan; 

j.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Seksi 
perbenihan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

k.	 rnembagi habis tugas Seksi Perbenihan kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai 
bawahan agar setiap personil rnemahami tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

m.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 
dan 

n.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan scsuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Produksi Budidaya
 

Pasal28
 

Tugas pokok Kepala Seksi Produksi Budidaya adalah melaksanakan sebagai tugas Bidang 
Perikanan budidaya dibidang produksi perikanan budidaya. 

Pasal29 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ini, 
Kepala seksi Produksi Budidaya mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a.	 melekukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan sekretariat 
bidang Perikanan Budidaya dalam rangka penyusunan prokram kerja dan rencana kerja seksi 
Produksi Budidaya untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; . 

b.	 menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi Produksi 
Budidaya dan menyusun bahan untuk pemecahan rnasalahnya; 

c.	 inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan kelompok pembudidaya ikan; 

d.	 penerapan pengembangan teknologi budidaya ikan; 

e.	 penerapan standard an sertifikasi budidaya ikan; 

f.	 pemantauan dan pengendalian kesehatan ikan; 

g.	 inventarisasi, identifikasi,rencana pengembangan lokasi perikanan budidaya; 

h.	 pengelolaan data produksi perikanan budidaya; 

1.	 rnemirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan 
Seksi Produksi Budidaya agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 

berhasilguna; 

J.	 membagi habis tugas Seksi Produksi Budidaya kepada aparatur Non StrukturaI Umum 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing­

masmg; 
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k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; dan 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Bagian Kelima 
Kepala Bidang Perikanan Tangkap 

Pasal30 

Tugas pokok Kepala Bidang Perikanan Tangkap adalah melakukan koordinasi Bidang Perikanan 
Tangkap dibidang Sarana Budidaya, Perbenihan, dan Produksi Budidaya. 

Pasal31 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 Peraturan ini, 
kcpala Kcpala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam rangka penyusunan 
program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Perikanan Tangkap untuk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalarn rnclaksanakan tugas dibidang 
Perikanan Tangkap, agar pelaksanaan tugas dapat borjalan scsuai program kcrja yang tclah 
disusun; 

c.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Kelautan serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Pcrikanan Tangkap 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang Kelautan 

/, 
d.	 membagi habis tugas pada bidang Perikanan Tangkap kepada bawahan, agar setiap aparatur 

yang ada memahami tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 
e.	 menerirna mempelaiari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 

bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 
f.	 pembinaan Memberikan motifasl kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasilguna; 
g.	 mcngcvaluasi hasil kcrja bawahan scbagai bahan penyusunan basil kerja Icbih lanjut; 
h.	 melakukan kerjasarna dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
I-	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 

menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 
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Kepala Seksi Sarana Penangkapan 

Pasal32 

Tugas pokok Kcpala Scksi Sarana Pcnangkapan adalah melaksanakan sebagai tugas Bidang 
Perikanan Tangkap dibidang Sarana Penangkapan, 

Pasa! 33 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan ini, Kepala 
Seksi Sarana Penangkapan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Perikanan Tangkap dalam rangka penyusunan program kerja seksi Sarana Penangkapan 
untuk dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pekerjan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi Sarana 
Penangkapan dan menyusun bahan untuk pemecahan masaiahnya; 

c.	 inventarisasi, identifikasi dan pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap; 

d.	 pengembangan Balai Benih Ikan; 

e.	 penerapan pengernbangan teknoJogi prasarana dan sarana Penangkapan; 

f.	 pengelolaan data prasarana dan sarana Penangkapan; 

g.	 mcmimpin, mcngarahkan dan mcmotivasi upuratur Non Struktural Umurn dilingkungan 
Seksi Sarana Penangkapan agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

h.	 membagi habis tugas Seksi Sarana Penangkapan kepada aparatur Non Struktural Umum 
sebagai bawahan agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

i.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

. "	 j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih 
Ianjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku, 

Kepala Seksi Sumberdaya Ikan 

Pasa134 

Tugas pokok Kepala Seksi Surnberdaya Ikan adalah rnelaksanakan sebagai tugas Bidang 
Perikanan Tangkap dibidang seksi Surnberdaya Ikan. 
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Pasal35 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan ini, Kepala 
Seksi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Perikanan Tangkap dalam rangka penyusunan program kerja Seksi Surnberdaya Ikan untuk 
dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi Sumberdaya 
Ikan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umwn dilingkungan 
Seksi Swnberdaya Ikan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

"~ d.	 membagi habis tugas Seksi Swnberdaya Ikan kepada aparatur Non Struktural Umwn 
sebagai bawahan agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

e.	 mengumpulkan, menghimpun dim menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

f.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih 
lanjut; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Swnberdaya Kalautan dan Perikanan 

Pasal36 

Tugas pokok Kcpala Scksi Pcngawasan dan l'cngcndalian Surnbcrdaya Kalautan dan Pcrikanan 
adalah melaksanakan sebagai tugas Bidang Perikanan Tangkap dibidang Seksi Pengawasan dan 
Pengendalian Sumberdaya Kalautan dan Perikanan. 

Pasal3? 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kalautan dan Perikanan mempunyai 
tugas pokok sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan sekretariat 
bidang Perikanan Tangkap dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi 
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kalautan dan Perikanan untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi Pengawasan 
dan Pengendalian Sumberdaya Kalautan dan Perikanan dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya ; 

c.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan 
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kalautan dan Perikanan agar dapat 

melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 
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d. membagi hahis tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kalautan dan 
Perikanan kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil 
rnernahami tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

e. rnengumpulkan, rnenghimpun dan rnenyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan 

program lebih lanjut; dan 

f. 

" 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku, 

Bagian Keenam 
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

,	 Pasal 38 

Tugas pokok Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah melakukan 
koordinasi Bidang Pengolahan dan Pernasaran Hasil Perikanan dibidang Pengolahan hasil dan 
Pembinaan Mutu, Pemasaran hasil Perikanan, Usaha dan Investasi. 

Pasal39 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan ini, 
kcpala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut: 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam rangka penyusunan 
program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 
b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
program kerja yang telah disusun; 

c.	 inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana 
pengolahan dan pemasaran hasil ikan; 

d.	 inventarisasi, identifikasi, perencanan, pembinaan, pengembangan teknologi pengolahan 
hasil perikanan; 

e.	 inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pernbinaan, pengawasan dan pengendalian rnutu eli 
unit pengolahan alat transportasi dan unit penyimpanan hasil pcrikanan scsuai prinsip 
PMMTIHACCP; 

f.	 perurnusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapsn standar/pedoman sarana dan 
prasarana pengembangan pengolahan dan pemasaran serta pengcmbangan dan pcngclolaan 
laboratoriurn pengujian dan pengendalian mutu; 

g,	 inventarisasi, Identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan usaha perikanan; 

h.	 inventarisasi, Identifikasi, perencanaan pengendalian kesehatan ikan dan sumber daya 
perikanan budidaya; 

pengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; L 
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j.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Kelautan serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Perikanan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang Kelautan 

k.	 membagi habis tugas pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan kepada 

bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung-jawab masing­

masing; 

I.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 

bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

m.	 pembinaan memberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas seeara berdaya 

guna dan berhasilguna; 

n.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 

o.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelanearan pelaksanaan 

tugas; 

p.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 

menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku, 

Kepala Seksi Pengolahan hasil dan Pembinaan Mutu 

Pasal40 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengolahan hasil dan Pembinaan Mutu adalah melaksanakan sebagai 
tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dibidang Pengolahan hasil dan 
Pembinaan Mutu 

Pasal41 

J""'I.	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan ini, Kepala 
Seksi Pengolahan hasil dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas poknk sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kcrja lainnya dilingkungan Sekretariat 
bidang Pengolahan dan Pcrnasaran l lasil Pcrikanan dalam rangka pcnyusunan program kcrja 
dan reneana kerja seksi Pengolahan hasil dan pembinaan mutu untuk dijadikan pedoman 
dalam pclaksanaan tugas; 

b.	 menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan seksi pcngolahan hasil dan pcmbinaan mutu untuk pcmeeahan 
masalahnya ; 

e.	 merumuskan dan melaksanakan kebijan teknis, Pembinaan, bimbingan serta menyusun 
programlkegiatan dan mengevaluasi program /kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran 
hasil perikanan; 

, 
d.	 merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, Pembinaan, bimbingan serta menyusun 

program / kegiatan dan mengevaluasi program / kegiatan dibidang pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan; 

e.	 merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, Pembina. bimbingan serla menyusun 
prokram/kegiatan dan mengevaluasi prokram/kegiatan dibidang pcngolahan dan pcrnasaran 
hasil perikanan; 
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f.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan 

Seksi pengolahan hasil dan pembinaan mutu agar dapat melaksanakan tugas seeara 

berdayaguna dan berhasilguna; 
g.	 membagi habis tugas Seksi pengolahan hasil dan pembinaan mutu kepada aparatur Non 

Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 

jawab masing-masing; 
h.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan 

program lebih lanjut; 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lain 'yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang bcrlaku; dan 

J.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan hasil kerja lebih 
lanjut. 

Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan
 

Pasal42
 

Tugas pokok Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan adalah melaksanakan sebagai tugas 
bidang Pengolahan dan Pemasaran HasiJ Perikanan dan pelaksanaan kebijakan tcknis Pembinaan 
bimbingan serta menyusun program, pengendalian pelaksanaan kegiatan serla penyusunan 
laporan dinas. 

Pasal43 

Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan ini, Kepala 
seksi pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korc1asi kerja dengan unit kcrja lainnya dilingkungan Bidang 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pcrikanan dalam rangka pcnyusunan program kcrja dan 
reneana kerja seksi pemasaran hasil perikanan.untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Perikanan dan menyusun bahan untuk pcmccahan masalahnya ; 

c.	 inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan jaringan pemasaran hasil 
perikanan; 

d.	 inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan distribusi hasil perikanan; 

e.	 promosi hasil perikanan; 

f.	 pemantauan, pengawasan dan pengendalian harga produk pcrikanan; 

g.	 pcngembangan prasarana dan sarana pemasaran produk perikanan; 

h.	 pengelolaan data pemasaran hasil perikanan; 

I.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan 
Seksi Pemasaran Hasil Perikanan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 

berhasilguna; 
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J.	 membagi habis tugas Seksi Pemasaran Hasil Perikanan kepada aparatur Non Struktural 

Umum sebagai bawahannya, agar setiap pcrsonil mcmahami tugas dan tanggung jawab 

masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

I.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan hasil kerja lebih 
lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Usaha dan Investasi 
Pasal44 

Tugas pokok Kepala Seksi Usaha dan lnvestasi adalah melaksanakan sebagai tugas dibidang 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dibidang pengembangan Usaha dan Invcstasi. 

Pasal45 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan ini Kepala 
Seksi Usaha dan Investasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Sekretariat 
bidang Pcngolahan dan Pcmasaan Hasil Pcrikanan dalam rangka penyusunan program kerja 
dan rencana kerja seksi Usaha dan Investasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 rnenginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengolahan dan 
pemasaran basil pcrikanan scksi Usaha dan Investasi untuk pemecahan rnasalahnya 
Inventarisasi, identifikasi dan pemanfaatan peluang usaha pcrikanan; 

""'-"., 

c.	 Pembinaan investasi dan kerjasamalkemitraan usaha perikanan; 

d.	 Analisa usaha perikanan dan ketenagakerjaan; 

e.	 Pelayanan terkait perizinan usaha perikanan; 

f.	 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan; 

g.	 Pengelolaan data usaha perikanan; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan 
Seksi Usaha dan Investasi agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

1.	 membagi habis tugas Seksi Usaha dan Investasi kepada aparatur Non Struktural Umum 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing­

rnasing; 

J.	 rnengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku.
 

\
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BAB IV 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pasal 46 

Ketentuan lain mengenai Unit Peiayanan Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional, akan 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 47 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 48 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas akan 
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang beriaku. 

Pasal 49 

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Bent Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
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